Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.105/M.PPN/SES/HK/05/2019
TENTANG
PENETAPAN UNIT KERJA YANG DIUSULKAN SEBAGAI WILAYAH BEBAS DAT
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang a.  bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi vy,
profesional, akuntabel dan melayani, perlu dilakuk
Pembangunan Zona Integritas meriuju Wilayah Bebas

dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaiman
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dalam huruf a, perlu ditetapkan unit kerja yang diusulkan sebagai

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Melayani  di Kementerian ~ Perencanaan  P¢
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

bahwa unit kerja yang tercantum dalam Keputusan {
mampu dan memenuhi kriteria-kriteria sebagai Unif
Diusulkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi d
Birokrasi Bersih dan Melayani di Kementerian
Pembangunan  Nasional/Badan  Perencanaan
Nasional;

Pg

bahwa dengan belum ditetapkannya Sekretaris
Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Ut
Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Penetapal
yang diusulkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi d
Birokrasi Bersih dan Melayani di Kementerian
Pembangunan  Nasional/Badan  Perencanaan

Nasional ditetapkan melalui Keputusan Menteri
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pd
Nasional;
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Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagair
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun }

w

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Kementerian Negara,

4.  Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang K
Perencanaan Pembangunan Nasional;

5.  Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pery
Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentd
Perencanaan Pembangunan Nasional;

6.  Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasiof
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 T.
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri P
Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang
dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Per|
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,

7.  Peraturan  Menteri  Negara  Perencanaan  Pet
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan, P4
Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Angg;

8.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara day
Birkorasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Per
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi d4
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pe

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN N
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PENETAPAN UNIT KERJA YANG DIUSULKAN SEBAGAI WILA)
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN ME
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASION.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

Menetapkan Unit Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di K
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pey
Nasional.

Unit Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari K
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Kementerian P
Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembanguna
sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah:

a. Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Ola
b.  Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana.
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KETIGA . Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Kep
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kq
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pen
Nasional.

KEEMPAT . Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2019

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG P.S BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

—
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RR. Rita Erawati
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